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KONSEP PENGUASAAN NEGARA BERDASARKAN  PASAL 33 

UUD 1945  DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

Oleh : J. Ronald Mawuntu
1
 

 

A. PENDAHULUAN 

Selama lebih dari 50 tahun sejak Indonesia merdeka, atau tepatnya 

dari tahun 1945 sampai tahun 1998 ketika terjadinya reformasi nasional (53 

tahun sejak kemerdekaan), bidang ilmu hukum tata negara atau constitutional 

law agak kurang mendapat pasaran di kalangan mahasiswa di Indonesia. 

Penyebabnya ialah bahwa selama kurun waktu tersebut, orientasi bidang studi 

hukum tata negara ini sangat dekat dengan politik, sehingga siapa saja yang 

berminat menggelutinya sebagai bidang kajian yang rasional, kritis, dan 

objektif, dihadapkan pada risiko politik dari pihak penguasa yang cenderung 

sangat otoritarian. Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dan 

Presiden Soeharto, siklus kekuasaan mengalami stagnasi, sehingga dinamika 

demokrasi tidak dapat tumbuh dengan sewajarnya untuk memungkinkan 

berkembangnya pandangan-pandangan kritis mengenai persoalan-persoalan 

politik ketatanegaraan.  

Risiko kedua adalah bahwa bidang kajian hukum tata negara ini 

dianggap sebagai lahan yang kering, tidak begitu jelas lapangan kerja yang 

dapat dimasuki. Itulah sebabnya setelah kurikulum fakultas hukum 

menyediakan program studi hukum ekonomi, rata-rata mahasiswa fakultas 

hukum di seluruh Indonesia cenderung memilih program studi hukum 

ekonomi atau hukum perdata umum dari pada program studi hukum tata 

negara. Di samping kedua risiko tersebut, para dosen dan guru-guru di bidang 

ini di tingkat sekolah menengah juga kurang berhasil membangun daya tarik 

keilmuan yang tersendiri, baik karena penguasaan mereka terhadap masalah 

yang memang kurang atau karena ketidakmampuan ilmu hukum tata negara 

sendiri untuk meyakinkan mengenai daya tarik ilmiah dan kebergunaan 

praktisnya, maka studi hukum tata negara di mana-mana menjadi kurang 

diminati.  

Namun kini, setelah terjadinya gelombang reformasi di ranah 

konstitusi, paradigma hukum tata negara berangsur-angsur telah bergeser dari 

orientasi politis menjadi teknis. Terlebih lagi dengan munculnya lembaga 

(tinggi) negara baru di bidang pengadilan ketatanegaraan yaitu Mahkamah 

Konstitusi. Berbagai kajian mengenai hukum dan konstitusi ibarat cendawan 

di musin hujan, tumbuh dan menjamur hampir di seluruh pelosok negeri ini. 

Oleh karena itu, sebuah pedoman utuh mengenai aspek-aspek hukum tata 

negara, kembali menjadi sangat relevan untuk dijadikan pedoman bagi setiap 

warga negara Indonesia, khususnya kalangan akademisi dan terpelajar. 

Apalagi, perkembangan konstitusi di seluruh penjuru dunia sudah sangat 
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pesat, seperti munculnya fenomena bentuk negara baru European Union 

ataupun semakin runtuhnya teori klasik trias politica dari Montesquie. 

Sebuah buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai hasil 

pengembaraan intelektual dari belantara pemikiran-pemikiran mondial yang 

bersifat universal dipadukan dengan pemikiran-pemikiran lokal dengan sifat 

partikularistis mencoba memberikan jawaban dan pemahaman mengenai 

berbagai persoalan di atas. Gagasan monumental dan penyempurnaan 

pemikiran seputar Hukum Tata Negara dan Konstitusi di abad millenium 

ketiga ini.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah “bagaimana dalam 

konstitusi dapat berjalan sesuai dengan demokrasi melalui konsolidasi dengan 

berbagai pihak”. Gagasan monumental dan penyempurnaan pemikiran 

seputar Hukum Tata Negara dan Konstitusi di abad millenium ketiga ini. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Reformasi Konstitusi Di Indonesia 

Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda 

yang harus dilakukan berdasar pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 

1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan 

negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta 

mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Buruknya 

penyelenggaraan negara pada beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden 

Soeharto yang antara lain ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, menjadi bukti tak terbantahkan mengenai hal ini. 

Perubahan dalam arti pembaharuan Undang-Undang Dasar, baru 

terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, 

yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden Prof. 

Dr. Ir. Bacharuddin Jusuf Habibie. Pada tahun 1999 dapat diadakan 

Perubahan terhadap UUD 1945 sebagaimana mestinya. Perubahan Pertama 

ditetapkan oleh Sidang Umum MPR pada tahun 1999, disusul dengan 

Perubahan Kedua dalam Sidang Tahunan (ST) MPR 2000 dan Perubahan 

Ketiga dalam ST 2001. Pada ST MPR 2002, disahkan pula naskah Perubahan 

Keempat yang melengkapi naskah-naskah Perubahan sebelumnya, sehingga 

keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun kembali secara lebih utuh 

dalam satu naskah Undang-Undang Dasar yang mencakupi keseluruhan 

Hukum Dasar yang sistematis dan terpadu2. 

Kedua bentuk perubahan Undang-Undang Dasar seperti tersebut, 

yaitu penggantian dan perubahan pada pokoknya sama-sama merupakan 

perubahan dalam arti luas.  

                                                          
2. Undang-Undang Dasar 1945. 
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Perubahan dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949, dan begitu juga 

dari UUDS Tahun 1950 ke UUD 1945 adalah contoh tindakan penggantian 

Undang-Undang Dasar. Sedangkan perubahan UUD 1945 dengan naskah 

Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat adalah contoh perubahan 

Undang-Undang Dasar melalui naskah Perubahan yang tersendiri. Di 

samping itu, ada pula bentuk perubahan lain seperti yang biasa dipraktekkan 

di beberapa negara Eropa, yaitu perubahan yang dilakukan dengan cara 

memasukkan (insert) materi baru ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. 

Cara terakhir ini, boleh jadi, lebih tepat disebut sebagai pembaruan terhadap 

naskah lama menjadi naskah baru, yaitu setelah diadakan pembaruan dengan 

memasukkan tambahan materi baru tersebut. 

Berkenaan dengan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, 

dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. 

Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi 

Undang-Undang Dasar dengan langsung memasukkan (insert) materi 

perubahan itu ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Dalam kelompok ini 

dapat disebut, misalnya, Republik Perancis, Jerman, Belanda, dan 

sebagainya. Konstitusi Perancis, misalnya, terakhir kali diubah dengan cara 

pembaruan yang diadopsikan ke dalam naskah aslinya pada tanggal 8 Juli 

1999 lalu, yaitu dengan mencantumkan tambahan ketentuan pada Article 3, 

Article 4 dan ketentuan baru Article 53-2 naskah asli Konstitusi Perancis 

yang biasa disebut sebagai Konstitusi Tahun 1958.3  

Sebelum terakhir diamandemen pada tanggal 8 Juli 1999, Konstitusi 

Tahun 1958 itu juga pernah diubah beberapa kali, yaitu penambahan 

ketentuan mengenai pemilihan presiden secara langsung pada tahun 1962, 

tambahan pasal mengenai pertanggungjawaban tindak pidana oleh 

pemerintah yaitu pada tahun 1993, dan diadakannya perluasan ketentuan 

mengenai pelaksanaan referendum, sehingga naskah Konstitusi Perancis 

menjadi seperti sekarang. Keseluruhan materi perubahan itu langsung 

dimasukkan ke dalam teks konstitusi. 

Kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan 

penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Di lingkungan negara-negara ini, 

naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti 

pengalaman Indonesia dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS Tahun 

19504. Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara 

yang sistem politiknya belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih 

bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat ‘trial and error’. Negara-negara 

                                                          
3. Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, 

Jakarta: konstitusi Press, 2005. 
4. Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi, Kompilasi 

Ketentuan konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara, Jakarta: Pusat 

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi 

Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia. 
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miskin dan yang sedang berkembang di Asia dan Afrika, banyak yang dapat 

dikategorikan masih berada dalam kondisi demikian ini. Tetapi pada 

umumnya, tradisi penggantian naskah konstitusi itu tidaklah dianggap ideal. 

Praktek penggantian konstitusi itu terjadi semata-mata karena keadaan 

keterpaksaan. 

Oleh karena itu, kita perlu menyebut secara khusus tradisi yang 

dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai model ketiga, yaitu perubahan 

konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut 

sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. 

Dengan tradisi demikian, naskah asli Undang-Undang Dasar tetap utuh, tetapi 

kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah 

tersendiri yang dijadikan adendum tambahan terhadap naskah asli tersebut. 

Dapat dikatakan, tradisi perubahan demikian memang dipelopori oleh 

Amerika Serikat, dan tidak ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain, 

termasuk Indonesia untuk mengikuti prosedur yang baik seperti itu. 

Perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung empat kali berturut-turut 

sampai sekarang, sesungguhnya, tidak lain juga mengikuti mekanisme 

perubahan gaya Amerika Serikat itu5. 

Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia 

ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak 

mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 

negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri6. Fungsinya 

biasanya dicakup dalam fungsi Supreme Court yang ada di setiap negara. 

Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat 

dibayangkan sebagai fungsi MK seperti judicial review dalam rangka 

menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil 

ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan 

kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court).4 Akan tetapi, di beberapa 

negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami 

perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat 

dinilai cukup populer.  

Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika 

Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, dan sebagainya 

memandang perlu untuk membentuk MK. Tentu tidak semua negara jenis ini 

membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi 

demokrasi, tidak memiliki MK yang tersendiri. Di samping itu, ada pula 

negara lain seperti Jerman yang memiliki Federal Constitutional Court yang 

tersendiri. Di Afrika Selatan, MK dibentuk pertama kali pada tahun 1994 

berdasarkan Interim Constitution 1993. Setelah UUD 1996 disahkan, MK 

                                                          
5. Adji, Oemar Seno. 1985, Peradilan Bebas Negara Hukum, Cet. II Penerbit 

Erlanga. Jakarta. Hal 156. 
6. Alrasid, Harun. 2003. Naskah UUD 1945 Sesudah Kali Diubah oleh MPR. 

Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pree). Jakarta. Hal 57. 
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tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan 

Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria dan 2 orang wanita. 

Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan 

kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia 

maksimum 70 tahun. Semua anggota MK independen, dengan tugas 

memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil 

(impartial) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk. 

 

2. Pasal 33 UUD 1945 Dan Konsep Penguasaan Negara 
Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi 

dan politik ekonomi Indonesia , karena di dalamnya memuat ketentuan 

tentang hak penguasaan negara atas: 

a) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak; dan  

b) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang 

harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 

UUD 1945 adalah mengenai pengertian “hak penguasaan negara” atau ada 

yang menyebutnya dengan “hak menguasai negara”. Sebenarnya ketentuan 

yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama 

persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) 

UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun Indonesia Merdeka, 

selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga 

memperoleh tafsiran yang seragam. 

Sebelum kita memasuki mengenai uraian tentang konsep penguasaan 

negara, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu tentang beberapa teori 

kekuasaan negara, diantaranya yaitu menurut Van Vollenhoven negara 

sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk 

mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki 

kewenangan untuk peraturan hukum.7 Dalam hal ini kekuasaan negara selalu 

dihubungkan dengan teori kedaulatan (sovereignty atau souverenitet).  

Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan 

negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil 

perjanjian masyarakat (contract soscial) yang esensinya merupakan suatu 

bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, 

kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.8[ Dalam hal ini pada hakikatnya 

kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah 

kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat 

                                                          
7. Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, (Jakarta: Bina Aksara, 

1984), hal. 99. 
8. R. Wiratno, dkk, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum (Jakarta: PT 

Pembangunan, 1958), hal. 176., 
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dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada 

semua bangsa yang dinamakan leges imperii.9 

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara toritik kekuasaan 

negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan 

hak bangsa. Negara dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter 

sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan 

wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara 

(mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam 

wilayahnya secara intensif. 

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut: 

a) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat 

(kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat.  

b) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di 

dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu 

yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh 

rakyat.  

c) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan 

menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan 

kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. 

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak 

penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan 

pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan 

pengurusan (bestuursdaad) dan pengolahan (beheersdaad), tidak untuk 

melakukan eigensdaad. 

Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan subtansi 

“dikuasi oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara 

antara lain yaitu: 

Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara 

adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, 

usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara 

terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan 

yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang 

bermodal.10 

Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara 

termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki 

                                                          
9. Undang-undang dasar negara yang memuat ketentuan-ketentuan kepada siapa 

kekuasaan itu diserahkan dan batas-batas pelaksanaannya. 
10. Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: 

Mutiara, 1977), hal. 28. 
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dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.11 Panitia 

Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad 

Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:  

a) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan 

berpedoman keselamatan rakyat;  

b) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang 

yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar 

mestinya persertaan pemerintah; 

c) Tanah … haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan 

tambang yang besar … dijalankan sebagai usaha negara.12 

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara 

atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:  

a) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui 

Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk 

menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan 

kekayaan yang terkandung di dalamnya, 

b) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,  

c) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-

usaha tertentu.13 

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi 

negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai 

berikut:
14

  Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin 

kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan 

lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam 

kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan 

pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.  

Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, 

membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan 

dengan public utilities dan public sevices. Atas dasar pertimbangan filosofis 

(semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), 

strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli 

                                                          
11. Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), 

hal.42-43. 
12 . Mohammad Hatta, loc. cit. 
13. Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, 

(Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12. 
14. Tri Hayati, dkk, Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam 

berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, ( Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS 

FHUI, 2005), hal. 17. 
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yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efesiensi dan efektifitas), 

dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung 

beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka 

rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah 

memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak 

atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan 

mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. 

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara 

dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahtan 

umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai 

negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, 

harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam 

suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. 

 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 

UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus 

pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah 

dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU 

Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan 

mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara 

memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan 

kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan 

pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan 

melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). 

Dengan demikian, makna HMN terhadap cabang-cabang produksi 

yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber 

daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, 

asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih 

tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang 

tidak atau belum mampu melaksanakannya. 

Seperti penafsiran Dr. Mohammad Hatta yang kemudian diadopsi 

oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 yang 

menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan 

(3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan negara 

dibiayai oleh pemerintah, apabila pemerintah tidak mempunyai cukup dana 

untuk membiayai dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan 

apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan 

modal asing atas dasar production sharing.15 

 

                                                          
15. Prof. A. Mukthie Fadjar, “Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA,” Jurnal 

Konstitusi Volume 2 Nomor 2 (September 2005) : 7.  
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4. Conditionally Constitutional: Catatan Bagi UU SDA 
Khusus mengenai perkara judicial review UU SDA yang diajukan 

oleh sekelompok warga negara Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat, 

terdapat suatu pertimbangan khusus di dalam putusannya yaitu ketentuan 

mengenai conditionally constitutional16. Ketentuan ini tentunya masih asing 

di telinga kita, karena memang secara ekplisit keberadaan ketentuan 

conditionally constitutional, yang merujuk pada perkembangan hukum dunia, 

baru pertama kali diterapkan di dunia hukum peradilan Indonesia 17. 

Secara garis besar, ketentuan tersebut mempunyai pengertian bahwa 

apabila undang-undang a quo, dalam hal ini UU SDA, dalam pelaksanaannya 

ditafsirkan berbeda dengan apa yang ditafsirkan MK dalam pertimbangan 

hukum putusanya, maka terhadap UU tersebut tidak tertutup kemungkinan 

untuk dapat diajukan pengujian kembali. Dengan adanya pertimbangan ini, 

sepertinya dapat kita artikan bahwa MK tidak saja menilai atas segala sesuatu 

yang telah terjadi di masa lalu sebagai pertimbangan hukumnya, tetapi juga 

mencoba untuk membuat pertimbangan sehingga mengeluarkan putusan yang 

bervisi ke masa depan, khususnya dalam mengawal pelaksanaan UU tersebut 

agar tetap sejalan dengan UUD 1945.18 

Terlepas dari isi putusan Mahkamah tentang SDA yang menyatakan 

bahwa permohonan pemohon ditolak, yang jelas keberadaan ketentuan 

tersebut sempat menjadi perdebatan hangat. Toh sebagai konsekuensi logis 

atas putusan MK dalam permohonan judicial review UU SDA tersebut, 

berbagai peraturan pemerintah (PP) yang harus dan akan dibuat atas perintah 

dari dan untuk melaksanakan UU SDA harus betul-betul memperhatikan 

pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan dimaksud. Sebab apabila 

tidak, besar kemungkinan akan terkena conditionally constitutional warning 

dari Mahkamah, yang untuk kedua kalinya akan “berijtihad” (setelah 

menyatakan Pasal 50 UU MK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 

mengikat) dengan membuka kemungkinan dapat diajukannya kembali 

pengujian UU SDA dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 60 UU No. 24 

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Terhadap 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah 

diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. 

 

 

                                                          
16. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 

Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian undang-undang Sumber Daya Air. 
17. Yong-joon Kim, “Constitutional Adjudication System: Experience of Korea”, 

http://www.fas.harvard.edu/~asiactr/haq/200001/0001a002.htm, diakses 19 

Desember 2005. 
18. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam Temu Wicara “Mahkamah Konstitusi 

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ” di Kabupaten Simalungun, 

Sumatera Utara pada tanggal 11 Desember 2005. 

http://www.fas.harvard.edu/~asiactr/haq/200001/0001a002.htm
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D. PENUTUP 

Amandemen konstitusi UUD 1945 membawa perubahan aliran 

pemikiran hukum dan politik yang dianut Indonesia. Sebelum perubahan 

UUD 1945, aliran pemikiran yang dianut lebih cenderung kepada teori 

kedaulatan negara. Hal ini terlihat dari digunakannya teori “negara 

integralistik” atau teori “negara organik” yang diajarkan oleh Spinoza, Adam 

Muller dan Hegel, kemudian staatsidee negara integralistik ini digunakan 

oleh Soepomo dalam penyusunan UUD 1945, dan dalam perkembangannya 

teori negara integralistik ini digunakan sebagai tafsir historis atas model 

negara yang dianut oleh UUD 1945 selama era Orde Baru. Kini, setelah 

terjadi perubahan UUD 1945, dengan dimasukkannya konsep pemilihan 

umum (pemilihan langsung) untuk mengisi jabatan anggota DPR, DPD, 

DPRD dan presiden), dihapusnya klaim bahwa MPR adalah “pemegang 

kedaulatan rakyat sepenuhnya”.   

Tentang pewarisan aliran pemikiran “negara integralistik” atau 

“negara organik” mulai dari jaman kekuasaan Hindia Belanda, kekuasaan 

bala tentara Jepang, hingga era kekuasaan Orde Baru, “pemegang kedaulatan 

rakyat sepenuhnya”, dan diberikannya jaminan yang lebih jelas dan terinci 

terhadap perlindungan HAM warga negara, maka sesungguhnya perubahan 

UUD 1945 mengalami perubahan aliran pemikiran, yaitu dari aliran teori 

kedaulatan negara berubah menjadi lebih cenderung mengikuti teori 

kedaulatan rakyat.  
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